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BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah 

2. Pusat adalah

3. Cabang adalah

4. Badan Pendiri adalah

5. Badan Pengurus Pusat

6. Pimpinan Pusat

7. Badan Pengurus Cabang

8. Pimpinan Cabang

9. Anggota

10. Dewan Penasehat adalah
BAB II 
LAMBANG 
  
Pasal 1 
MAKNA LAMBANG 
  
Arti lambang adalah sebagai berikut : 

BAB II 
KEANGGOTAAN 
  
Pasal 2 
SYARAT KEANGGOTAAN 
1. Menyatakan diri ikut menjadi anggota Lembaga melalui proses penelitian, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai anggota. 
2. Tidak terlibat organisasi terlarang baik langsung ataupun tidak langsung di tingkat nasional maupun internasional. 
  
Pasal 3 
KEWAJIBAN ANGGOTA 
Setiap Anggota berkewajiban : 
1. Menghayati dan mengamalkan motto dan ikrar Lembaga. 
2. Mentaati dan melaksanakan Statuta & peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan Lembaga. 
3. Membantu Pimpinan melaksanakan tugas-tugas keorganisasian, baik diminta ataupun tidak diminta. 
4. Mengamankan dan memperjuangkan seluruh visi, misi dan program kerja Lembaga. 
5. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Lembaga. 
Pasal 4 
HAK-HAK ANGGOTA 
Setiap Anggota berhak : 
1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, saran serta pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Dipilih sebagai pengurus. 
3. Memperoleh bimbingan dari Lembaga. 
4. Mewakili Lembaga untuk mengikuti kegiatan di luar Lembaga sesuai dengan petunjuk dan keputusan Lembaga
5. Dan lain-lain yang ditentukan dalam peraturan Lembaga. 
 
Pasal 5 
DISIPLIN LEMBAGA
1. Anggota Lembaga dilarang menjadi anggota organisasi terlarang  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

2. Anggota atau pengurus Lembaga harus tunduk kepada Pimpinan Struktur Lembaga yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Statuta & Peraturan Lembaga. 

Pasal 6 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA (GUGURNYA KEANGGOTAAN) 

 

Seseorang anggota Lembaga dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan: 

a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Lembaga yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Pengurus organisasi Lembaga. 

b. Meninggal dunia. 

c. Diberhentikan. 

 Pasal 7 
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
1. Seorang anggota Lembaga dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Statuta & Peraturan-Peraturan Lembaga atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Lembaga, atau melanggar disiplin Lembaga dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Lembaga. 

2. Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Lembaga di mana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. 

3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Pimpinan Lembaga dimana ia terdaftar sebagai anggota. 

4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Lembaga, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya. 

5. Dalam hal seorang anggota menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Lembaga, maka keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Lembaga berdasarakan usulan Pimpinan Lembaga dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Gabungan antara Pimpinan Pusat dan Badan Pendiri. 

6. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pimpinan Lembaga dimana ia terdaftar sebagai anggota.
7. Selanjutnya Rapat Pimpinan Lembaga dapat mengambil putusan atas permintaan itu. Dan Keputusan Rapat Pimpinan Lembaga merupakan keputusan yang mengikat dan tetap (mutlak). 

8. Surat Pemberhentian  Keanggotaan diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pimpinan Lembaga dimana ia terdaftar sebagi anggota. 

9. Dalam hal seorang anggota menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Lembaga, maka Surat Pemberhentian Keanggotaan dan Jabatan diterbitkan oleh dan atas keputusan Dewan Pendiri Lembaga.
Pasal 8 
PEMBEKUAN  BADAN PENGURUS CABANG
  
1. Badan Pendiri dapat membekukan Badan Pengurus Cabang yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Gabungan Pimpinan Pusat dan Badan Pendiri. 

2. Alasan pembekuan harus sesuai dengan Statuta  dan peraturan Lembaga. 

3. Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperbaiki pelanggarannya dan tenggang waktu pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. 

4. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Cabang  dipegang oleh kepengurusan  pusat.

 
BAB III 
DEWAN PENASEHAT 
  
Pasal 9 
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN 
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN PENASEHAT
  

Susunan dan Personalia Anggota Dewan Penasehat ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga sesuai tingkatannya. 

1. Anggota Dewan Penasehat adalah penasihat Lembaga secara kolektif, di mana fungsinya memberikan saran, nasihat baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pimpinan Lembaga tempat di mana Ia terdaftar sebagai Anggota Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya. 

2. Jumlah Anggota Dewan Penasehat  Pusat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang. 
3. Jumlah Anggota Dewan Penasehat  Cabang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

 BAB IV 
STRUKTUR ORGANISASI 
  
Pasal 10 
BADAN PENGURUS PUSAT
1. Badan Pengurus Pusat memiliki wewenang :

a. menetapkan Peraturan  Dasar Lembaga & Kebijakan Dasar Lembaga dengan persetujuan Badan Pendiri

b. membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan untuk menjalankan organisasi sesuai dengan Statuta Lembaga, Peraturan Dasar`Lembaga dan Kebijakan Dasar Lembaga
2. Badan Pengurus Pusat berkewajiban untuk membuat laporan tahunan kepada Badan Pendiri. 

Pasal 11 
BADAN PENGURUS CABANG 

1. Badan Pengurus Cabang memiliki wewenang  membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan untuk menjalankan organisasi sesuai dengan Statuta Lembaga , Peraturan Dasar Lembaga dan Kebijakan Dasar Lembaga serta ketentuan-ketentuan Badan Pengurus Pusat lainnya 

2. Badan Pengurus Cabang  berkewajiban untuk membuat laporan tahunan kepada Badan Pengurus Pusat. 

Pasal 13 
SUSUNAN BADAN PENGURUS PUSAT 
  
a. Presiden 





b. Sekretaris Jenderal

c. Direktur Keuangan 

d. Direktur Pusat Data dan Informasi 


e. Direktur Kajian



f. Direktur Pengembangan SDM



: 

  
Pasal 14 
SUSUNAN BADAN PENGURUS CABANG 
  
g. Direktur  





h. Sekretaris 

i. Deputi Keuangan 

j. Deputi Pusat Data dan Informasi 


k. Deputi Kajian



l. Deputi Pengembangan SDM


BAB V 
TATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN 
Pasal 15 
Tata urutan perundangundangan Lembaga adalah sebagai berikut :

1. Statuta Lembaga
2. Peraturan Dasar Lembaga
3. Peraturan Badan Pengurus Pusat
4. Peraturan Presiden
5. Keputusan Presiden

6. Peraturan Direktur

7. Keputusan Direktur

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 17 
  
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasar Lembaga ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus Pusat. 

2. Peraturan Dasar Lembaga  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  
    

  

Ditetapkan di   :   Jakarta 

Pada tanggal   :   26 April 2002 

  

Lembaga Studi

BangKIT
Pengembangan Kawasan Indonesia Timur

The Institute of Eastern Indonesia Regional Development Studies
  

  

  

  

Dr Rhiza S Sadjad, ST,MEng
P   r   e   s   i   d   e   n

  

  

  

Note :
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan bersamaan dengan dibuatnya Anggaran Dasar. 
 
 

 

KEPUTUSAN PRESIDEN
Nomor : 001/KP/ALDP/VII/2002 

  

  

TENTANG

  

PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENASEHAT
   

Presiden BangKIT Institute
  

Menimbang
:          Bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dilingkungan “BangKIT Institute”.

  

Mengingat
:
  
StatutaBangKIT Institute, Pasal 7 ayat 2 poin 3.




Peraturan Dasar BangKIT Intitute, Bab III, Pasal 9.




Hasil Rapat Pimpinan Pusat BangKIT Intitute tanggal ………………...

  

Memutuskan:

Menetapkan:

1. mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai anggota Dewan Penasehat.
2. Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

  

    

                                                                                  Ditetapkan di  :  Makassar
                                                                                  Pada tanggal   :  ……………….
  

  

Dr Rhiza S Sadjad, ST,MEng
Presiden

Tembusan :
1. Badan Pendiri di Makassar
2. Sekretaris Jenderal di Makassar
3. Masing-masing Yang Bersangkutan

4. Arsip

 

  
 
Action Plan  :
· MOU dg struktur ttg fungsi backup data  - DPW, MPW  (senin,8 Mei)
· Pengumpulan data awal dlm berbagai bidang – akh Muji  (progress, Sabtu, 20 Mei )
· Menentukan  topic / tema proyek penelitian – rekruitmen (6 Juni 2006)
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